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ABSTRAK 

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita 

yang saling mencintai dan menyayangi. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, tujuan untuk menikah adalah untuk mewujudkan keluarga 

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Tetapi pada kenyatannya bahwa tidak sedikit pasangan suami dan istri tidak 

dapat mempertahankan rumah tangga mereka, yang pada akhirnya memilih untuk 

bercerai. Faktor ketidakcocokan yang biasa terjadi antara suami dan istri yaitu 

seperti masalah ekonomi, perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, serta 

perbedaan dalam pandangan hidup yang menjadikan beberapa alasan dan 

penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Rumusan masalah dalam 

penulisan skripsi ini adalah pertama, mengetahui faktor apa yang mengakibatkan 

terjadinya perceraian. Kedua, bagaimana pertimbangan hukum hakim pada 

putusan verstek No. 1300/Pdt.G/2021/PA.Sel. 

Metode penulisan skripsi ini pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam 

metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. 

Penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan dilakukan 

dengan cara menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang ada yang bersifat 

hukum dan atau bahan data sekunder yang bersifat hukum. Jenis data yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Salah satu alasan yang mengakibatkan Penggugat (istri) ingin bercerai 

dengan Tergugat (suami) adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar, 

minum-minuman keras, cemburu berlebihan, Tergugat juga kurang bertanggung 

jawab terhadap nafkah lahir. Dalam perkara ini yang menjadi dasar pertimbangan 

hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Verstek adalah dalam Pasal 125 HIR / 

Pasal 149 RBg, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan setelah di 

panggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan 

suatu alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat tidak berlawanan dengan 

hukum, oleh karena itu perkara ini di periksa dan di putus tanpa hadirnya 

Tergugat dan hakim menjatuhkan putusan dengan Putusan Verstek. 

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Putusan Verstek. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan adalah akad nikah yang diundangkan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan kata lain, perkawinan adalah akad lahir 

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Berdasarkan 

Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan adalah sebuah perjanjian, 

yang semua aspeknya terkandung dalam kata nikah atau tazwīj, sebuah ucapan 

ritual yang sakral.1 

Untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah, ia harus memenuhi 

syarat-syarat perkawinan yang sah. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan 

menurut hukum agama dan kepercayaan yang sama. Laki-laki dan perempuan 

harus memiliki agama dan kepercayaan yang sama agar pernikahan menjadi 

sah dan mengikuti aturan agama mereka. 

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan pada ayat 

2 (1) bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Perkawinan adalah perjanjian 

antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Oleh karena itu, pernikahan adalah perjanjian yang sakral. Akad tidak 

terlepas dari agama yang dianut antara suami istri.2 

                                                             
1 M.A. Tíh∂mí d∂n Soh∂rí S∂hr∂ní, Fíkíh Mun∂k∂h∂t (K∂jí∂n Fíkíh Ník∂h Lengk∂p), PT. 

R∂j∂Gr∂fíndo Pers∂d∂, J∂k∂rt∂, 2014. H∂l. 8. 
2 Rosníd∂r Sembíríng, Hukum Kelu∂rg∂, J∂k∂rt∂: R∂j∂ Gr∂fíndo Pers∂d∂,   2016, H∂l 43. 
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Pernikahan adalah ikatan alami dan esensial antara pria dan wanita. 

Perkawinan juga merupakan ikatan hukum antara seorang pria dan seorang 

wanita, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa, “Tiap-tiap Perkawinan dicatat 

menurut peraturan perUndang-Undangan”. 

Tujuan agama pernikahan juga tergantung pada agamanya. Dalam 

hukum Islam, tujuan pernikahan adalah untuk menegakkan agama, 

memperoleh keturunan yang sah, mencegah kemaksiatan, dan memajukan 

keluarga dalam keluarga yang damai dan tertib. 

Koeksistensi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan tidak hanya 

ditujukan pada tertib hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, tetapi 

juga pada pembentukan dan pembentukan keluarga laki-laki dan perempuan 

yang bahagia, keluarga yang serasi, aman, dan serasi. Pernikahan adalah salah 

satu perjanjian sakral antara pria dan wanita untuk menciptakan keluarga yang 

bahagia.3 

Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang kekal dan 

bahagia. Dengan kata lain, mereka yang akan menikah atau yang sudah 

menikah pasti bermimpi untuk hidup bersama selamanya. Keinginan untuk 

menciptakan keluarga yang kekal adalah dambaan semua pasangan. Namun, 

pada kenyataannya banyak sekali permasalahan yang dialami oleh pasangan 

suami istri pada umumnya. Tidak ada lagi kesepakatan atau keharmonisan 

antara suami dan istri, tetapi meskipun ada upaya untuk menyelesaikan, ada 

                                                             
3 Íbíd, h∂l. 28. 
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konflik yang berkelanjutan dan berkelanjutan, dan pada akhirnya konflik, 

konflik terus menerus atau tidak dapat didamaikan.4 

Dinamika pernikahan antara pria dan wanita tidak bisa menjadi 

hubungan yang baik. Misalnya, adanya perbedaan pendapat yang tidak dapat 

diselesaikan atau dipahami, yang seringkali berujung pada pertengkaran untuk 

menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan keluarga yang belum 

terselesaikan. Itu akan menyebabkan pertengkaran yang tak ada habisnya, dan 

akhirnya saya merasa tidak bisa menjaga rumah tangga saya dan tinggal 

bersama saya, jadi saya memutuskan untuk putus. 

Perceraian dapat terjadi karena ketidakcocokan dalam keluarga dan 

seringnya masalah yang menyebabkan seringnya diskusi, yang pada akhirnya 

menimbulkan keinginan untuk berpisah dan bercerai. Akibatnya, tujuan dan 

keinginan pernikahan untuk menciptakan keluarga bahagia dan kekal 

berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karena itu, KHI juga 

mengembangkan aturan tersebut dalam Pasal 138 dan 66 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989.5 

Pemberlakuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1975 juga menyebutkan bahwa perceraian memiliki syarat-syarat cerai dan 

tata cara pengajuan cerai. 

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah 

pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan gagal untuk 

                                                             
4M∂rtím∂n Prodjoh∂mídjojo, Hukum Perk∂wín∂n Índonesí, J∂k∂rt∂: Penerbít Índonesí∂ Leg∂l 

Center Publíshíng, 2002, h∂l 41. 
5 Y∂hy∂ H∂r∂h∂p. Kompíl∂sí Hukum Ísl∂m D∂n Per∂díl∂n ∂g∂m∂ D∂l∂m Sístem Hukum 

N∂síon∂l. Cet. ÍÍ; J∂k∂rt∂: Logos W∂c∂n∂ Ílmu,1999. h∂l.  65-66. 
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menyelesaikan para pihak.  

2. Untuk melakukan perceraian, harus ada alasan yang baik mengapa 

pasangan tidak dapat hidup bersama sebagai pasangan. 

3. Proses cara perceraian di depan sidag diatur dalam peraturan perundang-

undangan tersendiri. 

Menyusul putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 

1300/Pdt.G/2021/PA.Sel, penggugat, istrinya, menggugat suaminya yang 

diidentifikasi sebagai tergugat. Istrinya menggugat suaminya secara tertulis 

pada 2 November 2021. Di sana mereka menikah secara sah menurut hukum 

Islam pada 12 November 2012. Mereka memiliki hubungan keluarga seperti 

perkawinan dan dikaruniai satu putra. 

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dari suaminya (tergugat). 

Hal ini dikarenakan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah menurun 

sejak tahun 2018 karena masih berlangsungnya kontroversi dan perdebatan 

yang disebabkan oleh:6 

1. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat.  

2. Diketahui bahwa tergugat meminum minuman keras dari penggugat.  

3. Tergugat terlalu cemburu, bahkan tergugat sering menuduh penggugat 

memiliki hubungan asmara dengan pria lain.  

4. Tergugat tidak bertanggung jawab atas biaya kelahiran penggugat. 

Perselisihan dan perselisihan tersebut memuncak pada Juni 2019, yang 

mengakibatkan penggugat diserahkan kepada orang tua penggugat, dan sejak 

                                                             
6 Put. No. 1300/Pdt.G/2021/P∂.Sel. H∂l. 2. 
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itu penggugat dan tergugat hidup terpisah hingga saat ini. Sejak kejadian itu, 

rumah tangga penggugat dan tergugat telah terpecah belah dan tidak dapat 

terurus dengan baik, sehingga sulit untuk mempertahankan tujuan perkawinan 

membentuk rumah tangga Sakina, Mawada, dan Lama. Perceraian yang 

melanggar norma hukum dan agama merupakan upaya terakhir bagi 

penggugat untuk menyelesaikan persoalan antara penggugat dan tergugat. 

Keluarga berusaha rekonsiliasi / konseling agar penggugat dan tergugat bisa 

akur dan kembali bersama, tetapi tidak membantu.7 

Penggugat juga mengajukan penunjukan wali bagi anaknya karena 

anaknya masih di bawah umur. Dalam hal ini, pengadilan mengabulkan 

permohonan penggugat. Selama persidangan, terdakwa tidak hadir dalam 

persidangan. Oleh karena itu, dalam putusan cerai ini, hakim mengabulkan 

gugatan cerai penggugat dalam putusan Verstek.8 

Inkuisisi (PA) Selong Kelas I B memerintah pada tahun 2021 dalam 

2.077 proses. Dari jumlah tersebut, 1.246 kasus perceraian menduduki 

peringkat tinggi dalam jumlah kasus yang diputuskan. PA Selong Wakil 

Sekretaris Kehakiman Kasim, SH. Menurut laporan itu, 2.079 proses diterima 

oleh pengadilan pada tahun 2021, dan wilayah hukumnya mencakup seluruh 

wilayah Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, PA Theron dibanjiri 354 artikel 

dari tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2021 PA Selong mendapat surplus sebanyak 354 item dari 

tahun sebelumnya, selain 2.079 item. Oleh karena itu, pada tahun 2021 PA 

                                                             
7 Íbíd. 
8 Íbíd. H∂l. 9. 
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Selong melakukan pemeriksaan 2.430 item. Dari 2.430 barang tersebut, 

lanjutnya, ada yang rusak, dan ada yang tidak sampai pemeriksaan 

diperpanjang pada 2022. Jumlah barang yang rusak pada tahun 2021 adalah 

2.077, yang tersisa 353. 

Selain itu, Kasim mengatakan PA Selong menerima 1.466 perceraian 

pada tahun 2021. Dari jumlah itu ditambah surplus 2020, PA Selong telah 

menyelesaikan 1.246 perkara perceraian. Kasus perceraian 2021 yang belum 

terselesaikan akan diselidiki pada 2022. Mengurutkan alasan perceraian 

berdasarkan angka, penyebab perceraian terbanyak di Ronbok Timur adalah 

tawuran (777 kasus), karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya. 366 

item), KDRT (44 item), faktor ekonomi (38 item), dll.9 

Keputusan Verstek dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim 

meskipun terdakwa tidak hadir di persidangan. Padahal terdakwa sudah 

dipanggil. Oleh karena itu, hakim mengambil keputusannya tanpa kehadiran 

terdakwa dan tanpa sanggahan. Verstek adalah pernyataan bahwa terdakwa 

tidak hadir pada hari sidang pertama. Sekalipun terdakwa belum hadir pada 

hari sidang berikutnya (persidangan kedua) setelah penundaan, majelis hakim 

akan mengambil keputusan versk karena terdakwa pada dasarnya tidak hadir. 

Tergugat tidak perlu menghadiri persidangan, tetapi mereka juga harus 

menghadiri persidangan penggugat mengingat ancaman Verstek. Peristiwa 

                                                             
9 https://p∂-selong.go.íd/berít∂-seput∂rper∂díl∂n/383-p∂-selong-putusk∂n-1-246-perk∂r∂-

percer∂í∂n-sel∂m∂-t∂hun-2021 
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yang berlangsung pada sidang pertama tanpa kehadiran tergugat disebut 

peristiwa Verstek (prosedur baku).10 

Menurut aturan hukum Indonesia berdasarkan Pasal 28 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian harus dan 

hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, 

perceraian membutuhkan proses pengadilan yang dapat diselesaikan. Selama 

persidangan, baik penggugat maupun tergugat harus hadir di meja pengadilan 

dan mengikutinya ketika mereka menerima panggilan pengadilan. Akan tetapi, 

tidak jarang ketidakhadiran baik terdakwa sendiri maupun penasihat 

hukumnya, baik sengaja maupun tidak sengaja, mengakibatkan putusan 

pengadilan tersendiri. Dengan tidak adanya tergugat, putusan hakim disebut 

putusan Verstek. 

Maksud dari putusan Verstek adalah sistem hukum litigasi yang 

dirancang untuk mendorong para pihak untuk mematuhi aturan beracara 

sehingga proses mempertimbangkan penyelesaian absensi atau proses otoritas 

dapat dihindari. Ada beberapa syarat terkait keputusan Verstek. 11 

1. Terdakwa telah dipanggil secara resmi dan resmi.  

2. Terdakwa tidak menghadiri sidang lisan, tidak mewakili orang lain, dan 

tidak hadir dengan alasan yang baik.  

3. Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau pengecualian terhadap sistem 

surat kuasa.  

4. Penggugat mencari keputusan. 

                                                             
10 ∂bdulk∂dír Muh∂mm∂d, Hukum ∂c∂r∂ Perd∂t∂ Índonesí∂”, B∂ndung: Penerbít PT. Cítr∂ 

∂díty∂ B∂ktí, 2000, h∂l 87. 
11 Y∂hy∂ H∂r∂h∂p, Hukum ∂c∂r∂ Perd∂t∂, J∂k∂rt∂: Sín∂r Gr∂fík∂, 2010, H∂l 383. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA 

NO.1300/PDT.G/2021/PA.SEL TENTANG PERCERAIAN DENGAN 

PUTUSAN VERSTEK” 

B. Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang ini, rumusan masalah berikut muncul untuk 

menulis karya ini. 

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam putusan nomor 

1300/Pdt.G/2021/PA.Sel?  

2.  Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Verstek Nomor 

1300/Pdt.G/2021/PA.Sel? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menyelidiki factor penyebab perceraian dengan keputusan nomor 

1300/Pdt.G/2021/PA.Sel. Disebabkan.  

b. Memperjelas pertimbangan hukum hakim tentang perintah nomor 

1300/Pdt.G/2021/PA.Sel. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat secara Teoritis  

Hal tersebut merupakan salah satu sarana untuk memenuhi 

persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Mataram, serta untuk memberikan pengetahuan dan 
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pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, 

khususnya hukum. 

b. Manfaat secara praktis 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memperkuat dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum. 

Investigasi diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan 

pengetahuan tambahan bagi mereka yang terlibat dalam masalah yang 

sedang diselidiki. 

c. Manfaat secara akademis 

Program studi hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Mataram, untuk memenuhi persyaratan memperoleh 

gelar sarjana (S1). 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, 

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita 

sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuahanan yang Maha Esa. 

Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan 

kepercayaannya. Setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.12 

Pasal 5 KHI menyatakan sebagai berikut. “Untuk menjamin 

ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam, semua perkawinan harus 

dicatat. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah UU No 22 Tahun 1946. Perkawinan dilakukan oleh Panitera sesuai 

dengan urusannya. Oleh karena itu, menurut KHI, tidak ada ketentuan 

perundang-undangan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan 

berlangsung di luar pengawasan Panitera. 

Pernikahan adalah bagian integral dari semua umat manusia, dari 

zaman kuno hingga sekarang. Perkawinan merupakan isu topikal yang 

perlu dibicarakan baik di dalam maupun di luar ranah hukum. Perkawinan 

                                                             
12 Mohd. Ídrís R∂mulyo, Hukum Perk∂wí∂n∂n Ísl∂m (Su∂tu ∂n∂lísís d∂rí Und∂ng-Und∂ng 

Nomor 2 T∂hun 1974 d∂n Kompíl∂sí Hukum Ísl∂m), Bumí ∂ks∂r∂, Bumí ∂ks∂r∂, 2004. H∂l. 54. 
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menciptakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita, 

dan kelahiran seorang anak menciptakan hubungan hukum antara orang 

tua dan anak-anaknya. Mereka memiliki harta benda dari perkawinan dan 

ada hubungan hukum antara mereka dengan harta itu.13 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan 

untuk mengatur kehidupan rumah tangga yang sempurna, bahagia dan 

kekal serta untuk menciptakan kasih sayang dan saling menyayangi. 

Tetapi kenyataannya adalah bahwa selama ribuan tahun umat manusia 

telah membuktikan bahwa ini tidak selalu dapat dicapai. Sebaliknya, entah 

kandas atau gagal di tengah jalan karena tidak tercapainya kesepakatan 

atau tindakan salah satu atau kedua belah pihak melanggar ajaran agama.14 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria 

dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuahanan yang Maha 

Esa”. Ada lima unsur makna pernikahan. Itu adalah: 

1) Ikatan lahir bathin,  

2) Antara pria dan wanita  

3) Sebagai suami istri 

4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal  

5) Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. 

                                                             
13 M∂rtím∂n Prodjoh∂mídjojo, Hukum Perk∂wín∂n Índonesí∂, J∂k∂rt∂: Penerbít Índonesí∂ 

Leg∂l Center Publíshíng, 2002, h∂l 1 
14 Íbíd. h∂l. 4. 
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Undang-undang pertama tahun 1974 tentang perkawinan 

menyatakan bahwa ikatan antara suami dan istri didasarkan ketuhanan 

yang Maha Esa. Pernikahan adalah ikatan suci. Tunangan tidak terlepas 

dari agama yang dianut oleh suami istri. Semua peraturan yang ada tentang 

perkawinan memuat pengertian perkawinan. Ditinjau dari adanya suatu 

tatanan perkawinan, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria 

dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam 

aturan: aturan hidup bersama.15 

Asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:16 

1. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia 

dan kekal (Pasal 1). Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan 

melengkapi. Dengan demikian, masing-masing dapat mengembangkan 

kepribadian mereka sendiri untuk membantu dan mencapai 

kesejahteraan spiritual dan material.  

2. Undang-undang mengatur bahwa perkawinan adalah sah jika 

dilakukan menurut hukum semua agama dan kepercayaan, dan setiap 

perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Pasal 2).  

3. Prinsip monogami. Hukum dan agama mengizinkan suami untuk 

memiliki banyak istri, jadi ada pengecualian untuk prinsip ini jika para 

pihak menginginkannya. Akan tetapi, perkawinan seorang laki-laki 

dengan lebih dari seorang perempuan hanya dapat dilakukan jika 

memenuhi syarat-syarat tertentu dan pengadilan yang memutuskan, 

sekalipun para pihak menghendakinya.  

4. Prinsip suami istri harus matang lahir dan batin agar dapat mencapai 

tujuan perkawinan dengan baik tanpa perceraian atau memiliki 

keturunan yang sehat.  

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga 

bahagia, kekal (Pasal 1) dan sejahtera, maka hukum menganut asas 

mempersulit perceraian.  

6. Hak dan status suami istri seimbang dengan hak dan status suami baik 

                                                             
15 Wírjono Projodíkoro, Hukum Perk∂wín∂n Dí Índonesí∂, B∂ndung: Penerbít Sumur 

B∂ndung, 1984, h∂l 7. 
16 M∂rtím∂n Prodjoh∂mídjojo, Hukum Perk∂wín∂n Índonesí∂, J∂k∂rt∂: Penerbít  Índonesí∂ 

Leg∂l Center Publíshíng, 2002, h∂l 3. 
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dalam kehidupan keluarga maupun pergaulan sosial, sehingga sangat 

memungkinkan bagi keluarga suami istri untuk berunding dan 

memutuskan segala sesuatunya, saya bisa. 

 

Untuk menjamin kepastian hukum, segala sesuatu yang dilakukan 

dalam perkawinan dan hukum yang berlaku adalah sah.17 

2. Tujuan Perkawinan 

Salah satu asas dan keyakinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri perlu saling membantu dan 

melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu 

dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dengan kata lain, 

tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga bahagia dan 

sejahtera abadi, hukum menganut asas mempersulit perceraian, harus ada 

alasan tertentu, dan harus ada sidang pengadilan. 18 Tujuan utama 

perkawinan adalah: 19 

1. Untuk menegakkan dan menegakkan aturan-aturan agama manusia 

biasa, baik pria maupun wanita yang dengan patuh menganut agama 

tertentu mendukung ajaran agamanya dan berusaha menjaga 

kemurnian agamanya. agama. Dalam ajaran Islam, perkawinan 

termasuk perbuatan yang diatur dalam syariat Islam dengan syarat dan 

rukun tertentu. Jadi sementara mereka yang menikah berarti 

mendukung agamanya, mereka yang berzina melakukan perbuatan 

tidak senonoh, melakukan prostitusi, melakukan pemerkosaan, dan 

menghina syariat dalam agamanya, saya akan melakukannya. 

2. Membenarkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang 

bukan maframnya. Dilarang melakukan hubungan seksual karena 

diketahui pasangan berasal dari orang lain, tidak memiliki hubungan 

keluarga, dan tidak menikah, tetapi menikah dapat mengarah pada 

hubungan seksual atau biologis. Dua di antaranya dapat diterima, tidak 

                                                             
17 Íbíd, h∂l. 11. 
18 M. Y∂hy∂ H∂r∂h∂p, Hukum Perk∂wín∂n N∂síon∂l, CV. Z∂hír Tr∂díng Co, 1975, Med∂n, h∂l. 

20. 
19 Bíbít Supr∂pto, Líku-líku Políg∂mí, ∂l K∂uts∂r, 1990, Yogy∂k∂rt∂, h∂l. 37-38. 
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berdosa dan bermanfaat. 

3. Melahirkan anak yang sah menurut hukum. Seorang anak yang lahir 

dari seorang ibu tanpa mengetahui secara pasti siapa ayahnya, atau 

banyak ayah karena ibunya menjalin hubungan dengan banyak laki-

laki tanpa terikat perkawinan, atau dari hubungan selain perkawinan 

ibu. menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak 

mewarisi atau mewarisi dari ibunya. Jika dia perempuan, tidak ada 

laki-laki yang berhak menjadi walinya. Jika dia menjadi pengantin, 

walinya adalah wali hakim. Oleh karena itu, tujuan perkawinan dalam 

Islam adalah untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, 

kemudian mengadakan hubungan hukum dengan anak dan orang tua 

yang lahir dari suami istri yang sudah ditahan dalam perkawinan. Jika 

anak perempuan, maka ayah berhak menjadi wali ketika menjadi 

mempelai wanita, dan jelas siapa anak itu dan siapa ibunya. 

4. Menjaga daya cipta, cita rasa, tujuan, dan kemanusiaan sebagai 

makhluk Tuhan yang diberi tuntunan agama adalah sahnya penyaluran 

dorongan-dorongan seksual manusia dalam perkawinan ini, yang tidak 

boleh diamati atau dijual. Oleh karena itu, perkawinan adalah suatu 

sistem untuk memanusiakan manusia dengan membimbing naluri 

seksualnya, atau untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan 

kemanusiaan. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang 

paling mulia, maka penyaluran nalurinya juga harus mulia, yaitu 

melalui perkawinan. 

5. Untuk hidup damai. Perkawinan adalah sistem untuk memelihara 

kedamaian hidup, dan orang yang menikah pada umumnya menjalani 

kehidupan yang lebih damai, terutama yang berkaitan dengan seks. 

Anda mungkin melakukan kejahatan seks. Kehidupan seks yang 

normal. Kecantikan mata, wajah, dan bentuk tubuh montok wanita 

dapat dengan mudah diselesaikan asalnya, tetapi biasanya setelah 

menikah, jika Anda tertarik pada wanita selain istri Anda, seorang pria 

dapat menekan rasa kesal apa pun. Wanita seperti itu, yaitu istrinya 

sendiri. Bahkan jika Anda sudah menikah, itu tidak hanya membawa 

kedamaian bagi keluarga dan orang tua ibu Anda, tetapi juga bagi 

orang lain. Setelah memulai keluarga Anda sendiri, itu berarti 

kedamaian keluarga, dan pernikahan membawa kedamaian bagi 

masyarakat. 

6. Memperkuat hubungan saudara. Pernikahan juga merupakan sarana 

untuk mempererat saudara atau ukhuwah. Bagi umat Islam, tentunya 

ukhuwah Islamiyah, baik sempit maupun luas. Perkawinan antara 

kerabat dekat diharapkan dapat menjalin hubungan yang lebih erat 

(persaudaraan) antara dua keluarga atau dua ikan haring tutul jika 

perkawinan itu ada di wilayah kecil atau sempit, yaitu wilayah 

keluarga. untuk menikahi Murim sendiri. Menikah dengan kerabat 

dekat sebenarnya kurang baik karena tidak bisa memperluas jaringan 

kerabat antar keluarga jauh. Oleh karena itu, persaudaraan hanya 
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menarik lingkaran kecil dari sana, dan keturunan yang dihasilkannya 

lemah. Bahkan dalam menghadapi konflik dan perceraian, Besan 

sudah menjadi anggota keluarga, sehingga keluarga pecah. Dengan 

perceraian setiap anak, keluarga cenderung melindungi anak-anaknya, 

melemahkan bahkan memutuskan ikatan keluarga yang masih kuat 

antara Besan. Menikah dengan keluarga jauh atau orang lain bisa 

menambah sanak saudara dan menciptakan persaudaraan baru antar 

keluarga besar orang lain bila kata cerai tidak banyak menimbulkan 

keretakan keluarga.20 

 

Pasal 4 Kitab Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan 

adalah sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

"Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama 

dan kepercayaan." 21 Tujuan pernikahan menurut hukum Islam adalah 

sebagai berikut: 

a. Berbakti kepada Allah.  

b. Memenuhi atau realisasi dari kodrat kehidupan manusia yang telah 

menjadi hukum yang saling membutuhkan antara laki-laki dan 

perempuan.  

c. Mempertahabkan garis keturunan manusia.  

d. Pengembangan kehidupan spiritual dan kelanjutan ketentraman antara 

pria dan wanita.  

Dan kelima tujuan pernikahan ini didasarkan pada (Surat Al-Rum: 

21) yang menyatakan bahwa “Dia menciptakan untukmu pasangan dari 

jenismu yang akan kamu nikmati bersama-Nya, dan Dia menjadikan cinta 

                                                             
20 Íbíd, h∂l. 40. 
21 ∂bdul G∂ní ∂bdull∂h, Peng∂nt∂r Kompíl∂sí Hukum Ísl∂m D∂l∂m T∂t∂ Hukum  Índonesí∂, 

Gem∂ Íns∂ní Press, 1994, J∂k∂rt∂, h∂l. 78 
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dan kelembutan di antara kamu, benar-benar buktinya. Mereka yang 

berpikir.”22 

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 

Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai kesepakatan antara 

Allah dan manusia, dan antara mereka yang terlibat. Tentu saja, 

kesepakatan itu kuat dan saling memuaskan. Perkawinan merupakan 

sarana untuk membimbing kebutuhan biologis manusia secara wajar dan 

terhormat, dan ajaran Nabi telah menjadikan perkawinan sebagai 

sunnahnya. Untuk itu, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan keluarga Sakina, Mawada, dan Lama harus diatur 

dengan syarat dan rukun tertentu guna mencapai tujuan perkawinan.23 

Sebelum membahas syarat-syarat pernikahan, ada baiknya 

mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat pernikahan. Pilar-pilar harus ada 

untuk menentukan legalitas pekerjaan (ibadah) dan termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan. Lucun sebagai bagian dari sesuatu, keberadaan 

bagian itu tidak mengecualikan apapun. Kondisi harus ada dan tidak boleh 

dimasukkan dalam banyak pekerjaan.24 

Pilar pernikahan adalah sarana untuk mencapai pernikahan, sesuatu 

yang ada dan tidak dapat dicapai tanpanya. Namun demikian, bukan 

berarti perkawinan dapat dilaksanakan jika salah satu rukunnya sudah ada, 

                                                             
22 ∂bdul Dj∂m∂lí. Hukum Ísl∂m (Berd∂s∂rk∂n Ketentu∂n Kuríkulum Konsorsíum Ílmu 

Hukum). M∂sd∂r M∂ju, B∂ndung.  H∂l. 79-80. 
23 H∂mmud∂h’ ∂bd. ∂l’ ∂tí, Kelu∂rg∂ Muslím. Sur∂b∂y∂: Bín∂ Ílmu, 1984, h∂l. 79. 
24 ∂bd. R∂hm∂n Gh∂z∂ly, Fíqh Mun∂k∂h∂t. H ∂ l . 45-46. 
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dan sebaliknya perkawinan tidak dapat dilaksanakan jika salah satu 

rukunnya tidak ada.25 

Rukun dan syarat nikah harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka 

nikahnya tidak sah. Dalam kitab Al Fik Ala Al Mazahib Al Albaa, tertulis 

sebagai berikut. “Nikah palsu adalah nikah yang tidak bersyarat, nikah 

palsu adalah nikah yang tidak tetap, dan hukum nikah dan hukum nikah 

yang tidak sah adalah sama, yaitu tidak sah.” 26 KHI juga membahas 

tentang rukun nikah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 14. 27 

a. Calon Suami 

b. Calon istri  

c. Wali Nikah  

d. Dua saksi  

e. Ijab dan Qabul. 

Sedangkan dalam undang-undang perkawinan terkait dengan 

syarat-syarat perkawinan diatur dalam bab II Pasal 6, adalah sebagai 

berikut:28 

1) Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 

umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 

3) Dalam hal salah seoarang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin 

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 

hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh 

                                                             
25 Zuhdí Muhdlor, Mem∂h∂mí Hukum Perk∂wín∂n “Ník∂h, T∂l∂k, Cer∂í d∂n Rujuk. Yogy∂k∂rt∂: 

∂l-B∂y∂n, 1994. h∂l. 52. 
26 ∂bdurr∂hm∂n ∂l-J∂zíry, et ∂l., Kít∂b ∂l-Fíqh ‘∂l∂ ∂l-m∂z∂híb ∂l-∂rb∂’∂h…, h∂l. 118. 
27 Kompíl∂sí Hukum Ísl∂m Dí Índonesí∂. B∂ndung: Hum∂níor∂ Ut∂m∂ Press, 1991. H∂l. 18. 
28 Ibid. Hal.21. 
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dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 

hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka 

masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 

dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih 

diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan 

dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan 

perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah 

lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan 

(4) pasal ini. 

6) Ketentuan tersebut ayat (1-5) pasal ini berlaku sepanjang hukum 

agamanya masing-masing dan kepercayaanya itu tidak menentukan 

lain. 

 

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri 

Mengetahui hak dan kewajiban pasangan adalah hal dasar yang 

perlu diketahui oleh pasangan masa depan dan orang yang sudah menikah, 

tetapi tidak terlalu peduli. Artinya, mengetahui hak dan kewajiban 

pasangan dan melaksanakannya dalam pernikahan mereka. Tidak hanya 

sebagai teori, itu hanya tebakan sesaat dan kemudian diam-diam 

dipraktikkan. 

Masalah keluarga seringkali diawali dengan kurangnya 

pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri. Salah satu faktor 

penyebab terjadinya ketidakadilan adalah pelaku tidak menyadari 

perbuatannya. Dan ini bisa terjadi dengan cara yang berbeda. Misalnya, 

orang yang sangat rentan terhadap hukum agama atau masalah keluarga 

yang sering menimbulkan masalah dalam mengatur pernikahannya. 

Kesalahpahaman dalam hukum agama menyebabkan masalah. Bahkan jika 

tidak disengaja malah bisa berujung pada penipuan. Salah satu 

kesalahpahaman adalah kesalahpahaman antara apa yang "kewajiban" dan 
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"baik" dalam hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Ada 

kebingungan antara kewajiban dan kebaikan, yang memperlakukan salah 

satu pihak sebagai subjek secara tidak adil. Tidak hanya itu, undang-

undang dapat dibatalkan dengan menganggap rekomendasi sebagai 

kewajiban dan sebaliknya.29 

Hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam perspektif 

hukum Islam. Banyak diskusi tentang hak dan kewajiban laki-laki dan 

perempuan mengarah pada hal ini. Syekh Nawawi Albantani menyatakan 

di Hud bahwa jika seorang wanita memberontak dan tetap memberontak 

sampai dia menghancurkan tempat tidurnya, suaminya berhak untuk 

memukulnya tanpa rasa sakit. Jika istri mengikuti suaminya lagi, maka 

haram baginya mencari-cari alasan untuk memukulnya.30 

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian 

1. Pengertian Perceraian 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “cerai” berasal dari 

kata “cerai” yang berarti perpisahan. Berpisah sebagai suami istri. 

perceraian. Kedua, kata “cerai” memiliki arti perpisahan. Tentang 

perceraian (antara laki-laki dan perempuan); berpisah. Kata "cerai" artinya 

tidak di-remix (dihubungkan, digabung, dsb). Berhenti berhubungan seks 

(suami dan istri). 

                                                             
29 H. Hílm∂n H∂díkusum∂, Hukum Perk∂wín∂n Índonesí∂, M∂nd∂r M∂ju:B∂ndung. 2003. H∂l. 

3. 
30 Díkutípmel∂luí: http://íkm∂lonlíne.com/h∂k-d∂n-kew∂jíb∂n-su∂mí-ístrí-∂nt∂r∂-fíkíh-d∂n-

∂khl∂k- b∂gí∂npert∂m∂/ dí∂kses p∂d∂ t∂ngg∂l 11 ∂príl 2020. 

http://ikmalonline.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri-antara-fikih-dan-akhlak-bagianpertama/
http://ikmalonline.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri-antara-fikih-dan-akhlak-bagianpertama/
http://ikmalonline.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri-antara-fikih-dan-akhlak-bagianpertama/
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Alasan perceraian dalam KHI berupa murtad dengan Taklik Tarak 

menjadi sangat penting karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak adalah 

janji atau pernyataan yang biasa dibacakan oleh suami setelah akad nikah. 

Taklik talak merupakan ijtihad baru yang sangat penting untuk melindungi 

perempuan dari kesewenang-wenangan dan tidak bertanggung jawab laki-

laki. Namun, ketika Anda mengucapkan talak khulu` dalam tarik ini, 

ternyata pahala ('iwad) berbeda dan lebih tepat disebut talak mubara'ah, 

seperti yang terjadi dalam perceraian di Indonesia.31 Perceraian dengan 

taklik talak tidak berlaku untuk perceraian talak, tetapi hanya untuk 

penggugat atau penggugat yang merupakan bentuk putusan pengadilan 

untuk menyelesaikan perkawinan (terkait perkawinan berdasarkan Pasal 1, 

Pasal 113 UU 1974). Pasal 38 (c)) Huruf c Kitab Undang-undang Hukum 

Islam). 

Aturan hukum positif tentang perceraian, menyatakan bahwa: 

1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk 

memutuskan hubungan perkawinan.  

2) Perkara hukum yang mengakhiri hubungan suami istri, yaitu 

meninggalnya suami atau istri yang bersangkutan. Ini adalah 

keputusan yang jelas dan langsung yang dibuat oleh Tuhan Yang 

Mahakuasa.  

3) Putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang 

mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. 

2. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian 

Perceraian adalah pemutusan perkawinan yang sah di hadapan 

hakim, dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. 32 

                                                             
31 ∂bdul Ghofur ∂nshorí, Hukum Perk∂wín∂n Índonesí∂ (Perspektíf Fíkíh d∂n Hukum Posítíf). 

UÍÍ Press:Yogy∂k∂rt∂. 2011. H∂l. 1. 
32 M∂rtím∂n Prodjoh∂mídjojo, Hukum Perk∂wín∂n Índonesí∂, J∂k∂rt∂: Penerbít  Índonesí∂ 

Leg∂l Center Publíshíng, 2002, h∂l 41. 
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Istilah “perceraian” dalam perkawinan dapat diganti dengan istilah lain 

(istilah lain) yaitu “akhir” atau “perceraian” dalam perkawinan, dan ketiga 

istilah tersebut mempunyai arti (makna) yang sama. Menurut kamus, 

"membelah" berarti membelah menjadi beberapa bagian. Retak atau patah; 

cerai; "patah" berarti tidak berhubungan. Bagi; lengkap atau lengkap, 

"berhenti" berarti berhenti, Anda tidak bisa berjalan.33 

Pasal 38 dan 1 UU Perkawinan tahun 1974 menyatakan bahwa 

perkawinan dapat diputus karena alasan-alasan sebagai berikut:34 

1) Keimatian,  

2) Per iceraian,  

3) Atas putusan pengadilan. 

Pembubaran perkawinan karena kematian (perceraian) tidak 

menimbulkan kesan konflik atau konflik. Ini karena salah satu pasangan 

meninggal, ikatan pernikahan antara pasangan itu hilang, dan itu runtuh 

secara alami. Putusnya pernikahan karena perceraian terlihat seperti 

pertengkaran atau konflik antara suami dan istri, membuat ikatan antara 

pasangan tak tertahankan. Pengakhiran pernikahan atas perintah 

pengadilan. Penyebab ini dapat dikaitkan dengan spesialisasi penyebab 

perceraian, tetapi penekanannya adalah pada pemutusan ikatan perkawinan 

dengan persetujuan pengadilan atau "penghapusan". 

 

 

                                                             
33 Íbíd. 
34 UU No.1 T∂hun 1974. P∂s∂l 38. 
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3. Akibat dari putusnya Perkawinan karena Perceraian 

Pernikahan adalah penyatuan dua jenis jiwa yang berbeda menjadi 

satu kesatuan yang utuh untuk melengkapi kehidupan. Jadi, meskipun 

pernikahan adalah perjanjian suci untuk hidup bersama sebagai pasangan, 

hidup bersama tidak semudah yang Anda bayangkan, karena pernikahan 

yang sukses dan harmonis di rumah tiba-tiba bisa terlihat gelap dalam 

pernikahan Anda.35 

Sebagai aturan umum, perceraian tidak dilarang jika alasan 

perceraian didasarkan pada ketentuan yang relevan, yaitu Undang-Undang 

Perkawinan. Perceraian tidak dilarang, tetapi Allah paling membencinya. 

Akibat utama dari putusnya perkawinan adalah masalah perkawinan, 

pembagian harta bersama, dan tanggungan dan tanggungan untuk 

kelangsungan hidup anak-anak. 

Adapun akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah 

sebagai berikut.36 

1) Baik ibu maupun ayah tetap wajib memelihara dan membesarkan anak 

itu semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak, dan jika terjadi 

perselisihan tentang pengasuhan anak, pengadilanlah yang 

memutuskan.  

2) Ayah menanggung semua biaya pemeliharaan dan pengasuhan yang 

diperlukan untuk anak. Jika ayah tidak dapat benar-benar memenuhi 

kewajiban ini, pengadilan dapat memerintahkan ayah untuk berbagi 

biaya.  

3) Pengadilan dapat meminta mantan suami mencari nafkah dan/atau 

menetapkan kewajiban mantan istri. 

 

 

 

                                                             
35 Subektí, Pokok-Pokok Hukum Perd∂t∂, Cet. XXÍX. J∂k∂rt∂:PT. Ínterm∂s∂. 2001. H∂l. 42. 
36 UU No. 1 T∂hun 1974. P∂s∂l. 41. 
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4. Alasan-alasan Perceraian 

Perceraian terjadi karena suatu alasan. Alasan perceraian dibatasi 

oleh hukum. Dengan kata lain, alasan selain yang ditentukan oleh undang-

undang bukanlah alasan perceraian. Oleh karena itu, persidangan tidak 

dapat didasarkan pada alasan lain. Alasan perceraian ditentukan sebagai 

berikut.37  

1) Alasan mengapa suatu pihak, suami atau istri melakukan perzinahan, 

mabuk-mabukan, menjejalkan, berjudi, dan lain-lain, sehingga sulit 

untuk menyembuhkan perbuatan itu.  

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang kuat karena sesuatu 

yang di luar kesanggupan pihak lainnya.  

3) Salah satu pihak dipidana dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.  

4) Salah satu pihak melakukan penganiayaan yang kejam atau berat yang 

membahayakan pihak lain.  

5) Salah satu pihak menderita cacat atau sakit karena tidak mampu 

menjalankan tugasnya sebagai suami atau istri.  

6) Ada perdebatan dan konflik terus-menerus antara pasangan, dan kita 

tidak bisa mengharapkan koeksistensi yang harmonis di dalam rumah 

lagi. 

5. Proses Perceraian 

Untuk melakukan perceraian, Anda harus melalui proses perceraian 

dan mengajukan permohonan cerai. Hal ini dapat disampaikan sebagai 

berikut: 

1) Muslim dapat mengajukan gugatan cerai di Inkuisisi. 

a. Janji cerai jika pasangan yang mengajukan cerai menyebutkan 

alasan ingin menceraikan istrinya dan diajukan ke pengadilan yang 

berwenang atas tempat tinggal pemohon (Pasal 7, Pasal 66 UU 

1898). Permohonan harus disertai dengan surat keterangan, akta 

                                                             
37 M∂rtím∂n Prodjoh∂mídjojo, Op. Cít., h∂l. 43. 
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nikah, dan saksi-saksi dari pemohon dan keluarga atau kerabat 

pemohon. Sebagai alat bukti lain, jika ada alasan yang kuat untuk 

perceraian, pengadilan akan mempertimbangkan permohonan 

dengan memanggil kedua belah pihak dengan membawa saksi ke 

sidang.38 

b. Pemohon Cerai Dalam hal seorang istri yang telah mengajukan 

cerai, pada umumnya berarti, akta nikah, surat, bukti bahwa istri 

yang hendak menceraikan suaminya sebagaimana tersebut di atas 

harus menyerahkannya.39 

2) Bagi orang non-Islam, gugatan cerai diajukan oleh suami 

atau istri ke pengadilan negeri yang berwenang di tempat tinggal tergugat 

atau kuasanya. Jika alamat tergugat tidak diketahui atau tidak diketahui, 

gugatan akan diajukan di pengadilan tempat tinggal penggugat. Jika 

tergugat berada di luar negeri, maka gugatan akan diajukan di tempat 

tinggal penggugat. Pengadilan akan mendengarkan permintaan terdakwa 

untuk misi luar negeri di Indonesia . 

Jika suami atau istri yang ditinggalkan meninggalkan rumah 

selama dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan, gugatan cerai diajukan 

di tempat tinggal penggugat (Pasal 21 (2)). Jika perselisihan yang sedang 

berlangsung antara suami dan istri tidak diharapkan untuk diselesaikan, 

proses perceraian harus diajukan di tempat tinggal tergugat. Perceraian 

diajukan atas nama pengadilan dengan alasan suami atau istri divonis lebih 

                                                             
38  M. ∂tho Mudz∂h∂r d∂n Khoíruddín N∂sutíon, Hukum Kelu∂rg∂ Duní∂ Ísl∂m Modern. 

J∂k∂rt∂:Cíput∂t Press. 2003. H∂l. 5. 
39 Íbíd. 
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dari lima tahun penjara (Pasal 23). Permohonan cerai harus dilampirkan 

sebagai alat bukti. Yaitu akta nikah, akta kelahiran anak, saksi dari 

keluarga penggugat atau seseorang yang dekat dengan suami atau istri.40 

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Verstek 

1. Pengertian Putusan Verstek 

Terdakwa tidak boleh hadir pada tanggal yang ditentukan untuk 

pemeriksaan dan tidak dapat mengirim agennya ke pemeriksaan, meskipun 

telah dipanggil secara resmi oleh Petugas Penegak. Terdakwa tidak harus 

hadir di pengadilan. HIR tidak mewajibkan terdakwa untuk hadir di 

pengadilan. Jika terdakwa tidak muncul setelah dipanggil secara resmi, 

proses persidangan harus ditegakkan dengan perintah kehadiran atau 

pembelaan, kecuali jika itu tidak sah atau tidak berdasar.41 

Istilah keputusan verstek dapat dibedakan menjadi dua kata, yaitu 

“keputusan” dan “verstek”. Kata “putusan” memiliki banyak arti, terbukti 

dari perkataan para ahli hukum. 

a. Menurut Andi Hamzah, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari 

suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan matang dan dapat 

berbentuk putusan tertulis atau lisan.42 

b. Putusan hakim, Sudikno Mertokusumo, merupakan keterangan yang 

dibuat oleh hakim dalam sidang untuk menyelesaikan suatu masalah 

                                                             
40 Íbíd, h∂l. 14. 
41 Sudíkno Mertokusumo, Hukum ∂c∂r∂ Perd∂t∂ Índonesí∂, Yogy∂k∂rt∂: C∂h∂y∂  ∂tm∂ Pust∂k∂, 

2013, h∂l. 113. 
42 ∂ndí H∂mz∂h, K∂mus Hukum, J∂k∂rt∂: Gh∂lí∂ Índonesí∂, 1986, h∂l. 28. 
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atau perselisihan di antara para pihak yang berperkara.43 

c. A. Mukti Arto mengartikan putusan, yaitu keterangan hakim yang 

dicatat secara tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang sebagai 

hasil pemeriksaan terhadap aduan (perselisihan).44  

d. Lebih lanjut H. Roihan A. Rasyid menjelaskan implikasi dari 

keputusan ini: Kasusnya, yaitu penggugat dan tergugat. Hasil dari jenis 

proses ini biasanya disebut sebagai deliverable dari proses itu sendiri, 

atau isi yurisdiksi. "45  

e. Menurut Gemala Dewi, putusan adalah keterangan tertulis hakim yang 

dibuat oleh hakim dalam persidangan umum sebagai produk 

pengadilan (agama) sebagai hasil pemeriksaan sengketa.46 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah 

pernyataan pejabat negara yang melaksanakan yurisdiksi yang berwenang 

untuk dilakukan dalam proses peradilan umum. Tujuannya adalah untuk 

mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan. 

Penilaian Verstek vonni sering disebut dalam keluarga sistem 

Anglo-Saxon dengan istilah penilaian secara default. Kata verstek sendiri 

berarti pernyataan bahwa terdakwa tidak datang pada hari sidang pertama. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar 

Oeripkartawinata, Verstek adalah pernyataan bahwa ia harus hadir 

                                                             
43 Sudíkno Mertokusumo, Op. Cít., h∂l. 32. 
44 H.∂. Muktí ∂rto, Pr∂ktík Perk∂r∂ Perd∂t∂ P∂d∂ Peng∂díl∂n ∂g∂m∂, Yogy∂k∂rt∂: Pust∂k∂ 

Pel∂j∂r, Cet. 1., 1996, h∂l. 245. 
45 Roíh∂n ∂. R∂syíd, Hukum ∂c∂r∂ Per∂díl∂n ∂g∂m∂, J∂k∂rt∂: R∂j∂w∂lí Pers, 2013, h∂l. 203.  
46 Gem∂l∂ Dewí, ed., Hukum ∂c∂r∂ Perd∂t∂ Per∂díl∂n ∂g∂m∂ dí Índonesí∂, J∂k∂rt∂: Kenc∂n∂, 

2005, h∂l. 156.  
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menurut hukum litigasi, tetapi tidak ada terdakwa. 47 Berbagai kitab 

hukum Islam memperbolehkan verstek mengambil keputusan, dan 

keputusan verstek disebut alqada` `alaalga`ib. Toleransi ini berdasarkan 

sabda Nabi Muhammad yang diucapkan oleh Bukari dan Muslim dari 

Aishara, dan tertulis sebagai berikut: 

Dari Aisyah, katanya. Hind Bint Utbah, istri Abi Suhuyan, mendatangi 

Raslullah Thor dan berkata. “Wahai Rasul Allah, sesungguhnya Abi 

Sufyan adalah orang yang sengsara. Dari hartanya. Apakah saya berdosa 

seperti itu? Maka Rasulullah bersabda, “Apa yang cocok untukmu dan 

anak-anakmu. Ambillah dari miliknya.” (HR. Muslim)48 

Keputusan Raslullah atas umat Hindu dengan tidak adanya Abyss 

Huyarn dan Abyss Huyarn pada saat itu sangat jauh sehingga dijadikan 

dasar pengambilan keputusan tanpa adanya terdakwa (Verstek). Menurut 

Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, putusan Verstek dibuat oleh majelis 

hakim yang mengadili perkara itu tanpa kehadiran terdakwa. 

Kedudukan peradilan agama merupakan salah satu penegak 

yurisdiksi bagi pencari keadilan yang beragama Islam atas masalah-

masalah tertentu, seperti UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No. 3 Tahun 

2006. Diadakan pengkhususan Di Nanggroe Aceh Darussalam, Peradilan 

Syariah Islam. Inkuisisi terdiri dari:49 

                                                             
47 Retnowul∂n Sut∂ntío d∂n Ísk∂nd∂r Oerípk∂rt∂wín∂t∂, Hukum ∂c∂r∂ Perd∂t∂ d∂l∂m Teorí d∂n 

Pr∂ktek, B∂ndung: M∂nd∂r M∂ju, 1995, h∂l. 25. 
48 ∂l-Ím∂m ∂bul Hus∂ín Muslím íbn ∂l-H∂jj∂j ∂l-Qusy∂írí ∂n-N∂ís∂burí, S∂hîh Muslím, Juz ÍÍÍ, 

Mesír: Tíj∂rí∂h Kubr∂, tth, h∂l. 1338. 
49 M∂rd∂ní, Hukum ∂c∂r∂ Perd∂t∂ Per∂díl∂n ∂g∂m∂ d∂n M∂hk∂m∂h Sy∂ríy∂h, J∂k∂rt∂, 2009, 

h∂l.65. 
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a. Pengadilan Inkuisisi (PA) berkedudukan di pusat ibu kota/kota dan 

wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, tetapi tidak 

mengecualikan pengecualian.  

b. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai Pengadilan Banding pada 

tahun SM berkedudukan di ibu kota negara dan bertanggung jawab 

atas negara.  

Mahkamah Agung (MA) adalah pengadilan negara tertinggi dari 

empat pengadilan: Inkuisisi, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata 

Usaha Negara. Mahkamah Agung adalah proses tingkat akhir dari 

pengadilan semua yurisdiksi di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah 

Agung berkedudukan di Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Mahkamah 

Agung pada akhirnya memantau tindakan pengadilan di lingkungan 

peradilan di bawah yurisdiksinya. 

2. Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Putusan Verstek 

Kebijakan hukum Verstek diatur dalam Pasal 125 HIR/149 

R.Bg.”Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau 

tidak pula ada wakilnya untuk hadir, meskipun telah di panggil secara sah, 

maka gugatan itu diterima dengan tidak hadirnya tergugat (verstek)." 

Kemudian, atas perintah hakim ketua, putusan pengadilan negeri 

menyatakan kepadanya bahwa yang kalah juga berhak mengembangkan 

perlawanan (verzet) dengan tempo dan cara yang tegas.50 

                                                                                                                                                                       
 

50 Íbíd. H∂l. 78. 
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 Dasar Hukum Verstek adalah sebagai berikut:51 

a. Jika, meskipun telah dipanggil secara resmi, terdakwa tidak hadir pada 

hari persidangan dan tidak memerlukan orang lain untuk bertindak 

sebagai agen, pengadilan akan bertindak tidak wajar atau tidak wajar.  

b. Jika dalam surat jawaban tergugat tidak setuju menurut Pasal 121 H1R 

(pengecualian) bahwa pengadilan tidak berwenang menerima perkara 

meskipun terdakwa sendiri atau wakilnya tidak hadir, hakim 

pengadilan memutuskan Keberatan tersebut. Setelah mendengar 

keberatan penggugat. Jika kecocokan ditolak, hanya item yang 

ditentukan.  

c. Jika gugatan dikabulkan, yang kalah akan diberitahukan tentang 

putusan pengadilan atas perintah hakim ketua dan diberitahukan bahwa 

ia berhak mengajukan banding atas putusan itu jika ia tidak hadir 

dalam waktu dan cara yang ditentukan. Hal yang sama berlaku untuk 

Pasal 129 HIR pengadilan.  

d. Dengan pemberitahuan di luar kantor, petugas mencatat siapa yang 

dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan itu dan apakah mereka 

diberitahu secara tertulis atau lisan. 

Keputusan Verstek untuk mengabulkan gugatan penggugat harus 

memenuhi ketentuan sebagai berikut:52 

a. Terdakwa tidak hadir pada tanggal sidang yang ditentukan.  

b. Dia tidak mengizinkan agen atau agen hukum untuk muncul dan tidak 

                                                             
51 R. Soesílo, RÍB/HÍR deng∂n Penjel∂s∂nny∂, Bogor: Políteí∂, 1999, h∂l. 83. 
52 Roíh∂n ∂. R∂syíd, Op. Cít., H∂l. 209. 
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jelas apakah ketidakhadiran mereka karena alasan yang baik.  

c. Seseorang yang telah dipanggil secara resmi dan resmi.  

d. Petitum (klaim) tidak bertentangan dengan hak.  

e. Petitum (klaim) telah dikandangkan. 

Beberapa kondisi ini perlu diperiksa dengan cermat satu per satu. 

Jika persyaratan benar-benar terpenuhi, keputusan Verstek dapat diambil 

dengan menguatkan tuduhan penggugat. Jika syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, 

tetapi permohonan itu tidak sah atau tidak ada alasan, masalah itu akan 

diputuskan oleh Verstek, tetapi prosesnya dibatalkan. Demikian pula, 

kondisi 1, 2, dan 3 terpenuhi, tetapi ada kesalahan formal dalam klaim. 

Misalnya, jika orang yang tidak berwenang mengajukan suatu 

persidangan, maka persidangan tersebut tidak akan diterima kecuali jika 

pejabat yang menandatangani persidangan memiliki wewenang dari kuasa 

hukum khusus penggugat.53 

Dalam perkara perceraian dimana tempat kediaman tergugat tidak 

diketahui di Indonesia, maka perlu memanggil alamat ke alamat terakhir 

dengan menambahkan kata-kata “Sekarang tidak jelas alamatnya di 

Republik Indonesia”. Pemanggilan diberitahukan melalui satu atau lebih 

surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan pengadilan, dengan 

tenggang waktu satu bulan antara pemberitahuan pertama dan kedua, 

diikuti dengan panggilan sebelumnya dan sidang.  

                                                             
53

∂hm∂d Muj∂hídín, Pemb∂h∂ru∂n Hukum ∂c∂r∂ Per∂díl∂n ∂g∂m∂, Bogor: Gh∂lí∂ Índonesí∂, 

2012, h∂l. 99 
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Putusan Verstek diartikan sebagai putusan yang dibuat tanpa 

kehadiran tergugat pada hari sidang pertama. Ini berarti tidak hanya hari 

sidang pertama, tetapi juga hari sidang kedua. Namun, kebijakan 

pengadilan adalah tidak membuat keputusan Verstek secepat mungkin.  54 

Menurut Djamanat Samosir, tujuan verstek dalam KUH Perdata adalah 

untuk mendorong para pihak agar mematuhi aturan acara dan untuk 

melindungi proses peninjauan perbandingan kasus dari kekacauan atau 

kesewenang-wenangan.55 

Pada intinya, keputusan Verstek untuk mengabulkan seluruh atau 

sebagian dari suatu tuntutan tidak dapat dilaksanakan sampai 14 hari 

setelah pihak yang kalah membuat keputusan. Jika pihak yang kalah 

mengajukan keberatan, pengecualian akan berlaku jika solusi itu mutlak 

diperlukan. Dalam hal peristiwa jangka pendek, jika resolusi dikeluarkan 

dengan syarat dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada keberatan dan 

keberatan berdasarkan Pasal 180, Ayat 1 HIR. 

Ketidakpuasan terhadap keputusan Verstek dapat timbul di pihak 

penggugat dan tergugat. Jika penggugat mengajukan banding atas putusan 

Verstek, tergugat dilarang mengajukan gugatan. Penggugat memiliki hak 

untuk menarik banding mereka selama proses banding. Dalam hal ini, 

keputusan Verstek berlaku. Terdakwa juga berhak mengajukan banding 

agar tidak melanggar hak-hak terdakwa. Jika tergugat tidak mengajukan 

banding dan penggugat mencabut banding, maka putusan Verstek 

                                                             
54 Íbíd, h∂l. 100. 
55 Dj∂m∂n∂t S∂mosír, Hukum ∂c∂r∂ Perd∂t∂: T∂h∂p-t∂h∂p Penyeles∂í∂n Perk∂r∂ Perd∂t∂, 

B∂ndung: Nu∂ns∂ ∂ulí∂, 2011, h∂l. 163. 
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mempunyai res judicata (kracht van gewijsde) tetap. Ketika ini terjadi, 

kekecewaan secara otomatis ada di pihak tertuduh.56 

Keputusan Verstek harus dikomunikasikan kepada pihak yang 

kalah dan harus menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 129 HIR, ia 

memiliki hak untuk menggugat dalam bentuk ketidakhadiran atau banding 

atas nama penggugat.57 

Petugas yang membuat putusan Verstek harus jelas kepada 

petugas. Surat pemberitahuan putusan Verstek adalah surat asli yang 

dikeluarkan oleh pelaksana sumpah jabatan, yang patut untuk dibuktikan 

secara lengkap. Karena itu, keputusan Verstek harus menjelaskan situasi 

yang sebenarnya dan menunjukkan siapa yang diambil oleh eksekutor dan 

apa yang dia katakan. Dalam tenggang waktu, menentang keputusan 

Versteks dengan cara yang diatur dalam Pasal 129 HIR.58 

3. Proses Putusan Verstek 

Dari isi putusan dapat disimpulkan bahwa terdakwa dipanggil ke 

persidangan, tidak hadir, dan pernah dipanggil untuk hadir di persidangan. 

Oleh karena itu, pengadilan negeri sebelum putusan dapat memerintahkan 

pihak-pihak yang tidak hadir untuk dipanggil kembali pada hari rapat lain 

yang diberitahukan oleh ketua rapat kepada pihak-pihak yang hadir. Untuk 

pihak yang dipanggil, notifikasi sama dengan panggilan. Dengan 

mengizinkan pengadilan untuk memanggil kembali para pihak ke 

persidangan, para pihak dapat memiliki lebih banyak kesempatan untuk 

                                                             
56 ∂hm∂d Muj∂hídín, Op. Cít., h∂l. 100. 
57 R. Tresn∂. Koment∂r HÍR. 1984, Cet∂k∂n XÍ. Pr∂dny∂ P∂r∂mít∂:J∂k∂rt∂. H∂l. 128. 
58 Íbíd. H∂l. 129. 
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menghadiri persidangan dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk 

melindungi kepentingan mereka masing-masing sebelum persidangan. 59 

Salah satu pertimbangan majelis hakim terkait KUHAP di 

pengadilan, yaitu permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak 

melawan hukum sehingga dikabulkan verstek berdasarkan ketentuan Pasal 

126 HIR dilakukan. 

  

                                                             
59 ∂. Roíh∂n R∂syíd, Hukum ∂c∂r∂ Per∂díl∂n ∂g∂m∂. J∂k∂rt∂: PT R∂j∂ Gr∂fíndo Pers∂d∂. 1995.  

H∂l. 227. 
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Piroses Puitusan Veirstek 

     Hairi Sidaing 

 

 

Penggiugat Haidir idi 

Persidanigan 

Tergiugat Tidiak Hiadir idi 

Persidanigan 

 

Piasal 12i5 iHIR - 

Piasal 1i48 RiBg 

Pemieriksaan Sur iat 

Guigatan 

Penyeibab Ketidaikhadiran 

Tergiugat 

 

 

 

     Putuisan Verst iek 

 

Perkara yang didaftarkan dalam Inkuisisi melalui beberapa proses, 

antara lain pendaftaran, penetapan nomor perkara, putusan majelis hakim, 

dan penetapan tanggal persidangan untuk panggilan pengadilan suatu 

pihak, memasuki hari persidangan. Ada beberapa opsi untuk proses ini. B. 

Sebagaimana dibahas dalam penyidikan ini, salah satu pihak dalam 

persidangan, dengan atau tanpa pihak, adalah ketidakhadiran salah satu 

terdakwa. 

Hakim sebagai pejabat yang berwenang dapat memutuskan perkara 

tersebut. Hakim memutuskan bahwa masalah tersebut muncul dari tinjauan 

Pertimibangan Hiakim 
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penggugat atas pengaduan dan/atau beberapa tinjauan. Putusan hakim 

tersebut dikenal dengan putusan Verstek. Hal ini merupakan putusan yang 

diberikan karena terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah 

dipanggil secara formal dan formal.60 

 

 

  

                                                             
60 R. Soeroso, Pr∂ktík Hukum ∂c∂r∂ Perd∂t∂: T∂t∂ C∂r∂ D∂n Proses Persíd∂ng∂n, J∂k∂rt∂: 

Sín∂r Gr∂fík∂, 2011. h∂l. 124. 
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B iAB IIiI 

METiODE PENEiLITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian hukum normatif adalah studi yang dilakukan untuk 

memperoleh hukum objektif (norma hukum) dan hukum subjektif (hak dan 

kewajiban). Metode penelitian hukum sastra mengumpulkan sumber informasi 

yang berkaitan dengan aspek masalah dalam penulisan karya ini, 

mengumpulkan data, menyelidiki pemahaman dan pendapat para ahli yang 

terkandung dalam buku, dll, dan siapa yang menulis karya ini. untuk itu. Ini 

mengikat secara hukum.61 

B. Metode Pendekatan 

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Ini adalah pendekatan yang diadopsi ketika mempertimbangkan undang-

undang dan peraturan yang terkait dengan atau terkait dengan bahasan 

yang sedang dibahas.62 

2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Artinya, pendekatan yang ditempuh dengan mengkaji konsep dan 

pandangan para ahli yang terlibat dalam pembahasan yang sedang 

dibahas.63 

 

                                                             
61 Peter M∂hmud M∂rzukí. Penelítí∂n Hukum. J∂k∂rt∂; Kenc∂n∂.2011. h∂l. 141. 
62 Kusnu Goesní∂dhíe. H∂rmonís∂sí Hukum D∂l∂m Persfektíf perund∂ng-und∂ng; Lex 

Specí∂lís Su∂tu M∂s∂l∂h. Sur∂b∂y∂; JP Books.2006. h∂l. 100. 
63 Johnny Íbr∂hím. Teorí d∂n Metodologí Penelítí∂n Hukum Norm∂tf. B∂yu Medí∂ 

Publíshíng;M∂l∂ng.2006. h∂l.57. 
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3. Pendekatan kasus (Case Approach) 

Hal ini dimaksudkan untuk menentukan penerapan norma atau aturan 

hukum dalam urusan hukum. Identifikasi aturan atau norma hukum yang 

berlaku untuk kasus yang ditentukan oleh hakim atau badan lain yang 

berwenang untuk memutuskan kasus tersebut.64 

C. Jenis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam riset ini adalah: 

1. 1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dapat diandalkan yang 

digunakan sebagai bahan utama. 65 Yang digunakan dalam naskah ini 

adalah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), HIR, RBg, Surat Keputusan 

Nomor 9 Tahun 1975, Putusan Pengadilan yang Merujuk , dan Undang-

undang.  

2. Bahan data sekunder hukum, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum 

primer. Misalnya, tagihan, hasil penelitian, karya profesi hukum. 66 Bahan 

hukum sekunder berupa buku nikah, buku perceraian, tinjauan hukum, 

definisi, tulisan ahli hukum, laporan penelitian, disertasi, disertasi, artikel 

dari internet, dan media cetak. 

 

 

 

                                                             
64 B∂mb∂ng Sunggono. Metodologí Penelítí∂n Hukum. J∂k∂rt∂;R∂j∂w∂lí Press.1997. h∂l. 97. 
65 Soerjono Soek∂nto, Peng∂nt∂r Penelítí∂n Hukum, J∂k∂rt∂: Penerbít Uníversít∂s Índonesí∂, 

2014, h∂l. 52. 
66 Íbíd, h∂l. 53. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data berikut digunakan untuk menulis makalah 

ini: Survei perpustakaan.67 

Studi kepustakaan atau biasa disebut metode studi kepustakaan 

dilakukan dengan cara menyelidiki dan memeriksa beberapa referensi hukum 

yang berkaitan dengan bahan yang digunakan untuk menulis karya ini. 

Beberapa referensi yang digunakan berupa buku-buku, peraturan perundang-

undangan seperti putusan-putusan, dan referensi lain yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti untuk dijadikan sebagai titik tolak analisis masalah 

dalam penulisan karya ini. 

E. Analisis Bahan Hukum 

Setelah bahan perundang-undangan selesai diproses, melanjutkan 

untuk menganalisis bahan undang-undang menggunakan analisis 

kualitatif.68Metode ini mengacu pada dasar pemikiran yang ada dan 

menggambarkan bahan perundang-undangan yang diperoleh. Data yang 

diperoleh dari hasil survei ini, setelah diedit dan dianalisis secara kualitatif, 

dijelaskan secara deskriptif untuk memberikan diagram yang jelas dan mudah 

dipahami yang berfokus pada tanggapan terhadap survei. 

 

 

 

                                                             
67 Joh∂nes Supr∂nto. Metode Penelítí∂n Hukum D∂n St∂tístík.Rínek∂ Cípt∂: J∂k∂rt∂. 2003. 

H∂l.13. 
68 Muktí f∂j∂r d∂n Yulí∂nto ∂chm∂d. Du∂lísme Penelítí∂n Hukum Norm∂tíf & Empírís. 

Yogy∂k∂rt∂;Pust∂k∂ Pel∂j∂r. H∂l. 182. 
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F. Jaidwal Pen ielitian 

Nio Uriaian 

WAiKTU 

Noviember Diesember Jainuari 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Peniepatan juidul dian Dosipem          

2 Peimbimbingan piroposal          

3 Peirsetujuan pr ioposal          

4 Ujiain propiosal          

5 Peinelitian kepusitakaan          

6 Ainalis da ita          

7 Peinyusunan lap ioran penielitian          

8 Sieminar hiasil peinelitian          

9 Uiji Pla igiasi          

10 Naiskah skiripsi          
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